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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis data, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan sebagai berikut :
Aksesibilitas hukum bagi korban penyandang disabilitas belum
terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anak penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan
untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses penyidikan, seperti
tidak adanya ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas, minimnya
alat bantu komunikasi, serta kurangnya hubungan kerjasama
antara penyidik dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam
pendamping disabilitas. Penyidik belum sepenuhnya mampu
menyesuaikan cara pemeriksaan sesuai kebutuhan korban,
penyidik tidak memiliki Standar Operasional Prosedur Kepolisian
(SOP) khusus dalam penanganan kasus disabilitas, tidak adanya
assesment, dan tidak adanya pelatihan khusus bagi penyidik dalam
menangani kasus tindak pidana dengan korban anak penyandang
disabilitas. Kurangnya fasilitas dan penyesuaian prosedur ini
membuat korban tidak dapat mengungkapkan informasi secara

optimal, sehingga proses hukum tidak berjalan secara optimal.

52



B. Saran

1.
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Aparat Penyidik Polresta Yogyakarta

Aparat penagak hukum perlu meningkatkan kapasitas
penyidik melalui pelatihan khusus mengenai penanganan korban
disabilitas, termasuk teknik komunikasi, metode pemeriksaan yang
inklusif disabilitas, pemahaman mengenai aksesibilitas dan
akomodasi untuk berbagai macam disabilitas dan diperlukan
penyususnan SOP khusus penanganan korban anak penyadang
disabilitas agar penyidik memiliki pedoman yang jelas dan proses
penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak
yang menyandang disabilitas dapat di proses dengan baik dan
sampai pada putusan pengadilan.
Bagi Lembaga Pendamping Disabilitas

Koordinasi antara kepolisian, UPT PPA, lembaga
pendamping disabilitas, tenaga kesehatan, serta keluarga harus
ditingkatkan karena lemahnya koordinasi ini terbukti menjadi salah
satu penyebab terlambatnya pelaporan dan terhambatnya proses
penyidikan. Diperlukan alur rujukan yang jelas, sistem komunikasi
cepat antar instansi, serta mekanisme pendampingan yang aktif
sejak korban pertama kali mengungkapkan kejadian pada pihak
mana pun. Dengan koordinasi yang lebih baik, penyidik tidak akan
bekerja terlambat, pendamping dapat dihadirkan sejak awal, dan

bukti dapat segera dikumpulkan sehingga kasus tidak berhenti di
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tahap penyidikan. Perbaikan koordinasi ini penting agar setiap
lembaga menjalanlan peran sesuai kewenangannya dan hak-hak
anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sepanjang proses

hukum.
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